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ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Indonesia munculnya calon tunggal kepala
daerah yang dapat merubah pola demokrasi yang sebelumnya sudah ditetapkan di
Indonesia. Pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen yang hanya
diikuti dengan satu pasangan calon tunggal menimbulkan pro dan kontra dalam
kalangan masyarakat Kebumen karena kolom kosong dalam sejarah Pilkada di
Kabupaten Kebumen baru terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di
Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal, serta mengetahui implikasi
Putusan Mahkmah Konstitusi No.100/PUU-XI11/2015 Tentang Pasangan Calon
Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten
Kebumen.

Sehubungan dengan halO tersebut maka tujuan penelitian ini untuk
mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi No0.100/PUU-XI111/2015
terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian kualitatif dalam penelitian lapangan (Field Reserch). Adapun
pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sudut pandang
Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUUO0XI1/2015 tentang pasangan calon
tunggal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi,
wawancara, observasi, dan Internet searching.

Penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten
Kebumen dengan adanya calon tunggal berjalan dengan lancar, meskipun hanya
ada satu pasangan calon yang mendaftar sudah merupakan sebuah proses
demokrasi dan sah secara hukum karena diatur di Undang-Undang, di sisi lain
dengan munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri.
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten kebumen dengan melawan kolom kosong
membawa dampak tersendiri yaitu dampak bagi pelaksanaan Pilkada dari segi
hukum yaitu KPU mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota Dengan
Satu Pasangan Calon, selanjutnya dampak dari segi sosial yaitu berupa partisipasi
masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen,
yang memilih pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan
masyarakat tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah
50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya dampak terakhir bagi
pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik, semua partai politik
mendukung terhadap satu calon artinya, jalur perseorangan yaitu didukung oleh
orang perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak
pilih.

Kata kunci: Calon Tunggal Kepala Daerah, Pilkada
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah
sebuah konstruksi berdasarkan hukum yang saat ini berlaku, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan
pedoman dasar dari semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia
berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machsstaat)”.! Salah satu negara hukum adalah adanya kebebasan
berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam
bidang politik, sicial, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, hukum adalah
kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan
yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini.
Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada
dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenytaan-kenyataan yang hidup dalam

masyarakat itu sendiri.” Produk hukum dapat dilahirkan oleh suatu kebijakan

dalam dinamika politik atau penguasa, sehingga ketika kepentingan elit politik

! pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa ‘“Negara
Indonesia adalah negara Hukum”.

2 Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila”, Volksgeist: Jurnal llmu Hukum dan Konstitusi. Vol. I. no. 1. 2018, him. 53. DOI:
https://doi.org/10.24090/volksgeist. v1il. 1731.



atau penguasa lebih dominan maka dapat diasumsikan bahwa hukum
merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau
kristalisasi dari dinamika politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing
demi kepentingan elit.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa
semangat demokrasi dan menjanjikan diselenggarakanya Pemilu dengan
landasan hukum vyang reponsif dan diselenggarakanya Pemilu untuk
membentuk aparatur demokrasi yang representatif.®> Di Negara Indonesia
demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya
pada saat kelahiranya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan
kepentingan dihadapan penguasa. Negara Indonesia merupakan negara yang
demokratis. Bahwa negara kesatuan itu dapat berupa dalam dalam dua bentuk,
yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi." Sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa
bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan
bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi
bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan
berkembang.” Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi

® Mohhamad Mahfud MD, Politik Hukum di Inonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2020), him. 3009.

* Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Volksgeist: Jurnal IImu Hukum dan
Konstitusi. Vol. 3. no. 2. 2020. him 100. DOI: https://doi.org/10.24090/volksgeist. v3i2. 4184.

® Dody Nur Andriyan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif
Teori Bicameralisme ”, Jurnal Volksgeist, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, him. 84.


https://doi.org/10.24090/volksgeist

yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut
tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar 1945”.° Di negara demokrasi partai politik
relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiranya,
yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan kepentingan di hadapan
penguasa.’

Demokrasi digambarkan oleh Aristoteles ialah landasan demokrasi
adalah kebebasan yang menurut pendapat orang pada umumnya, hanya dapat
dinikmati dalam negara semacam itu. Hal ini diakui sebagai tujuan utama
setiap demokrasi. Salah satu prinsip kebebasan ialah setiap orang secara
bergantian wajib memerinntah dan diperintah, dan memang keadilan
demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proposi, dari situ
disimpulkan bahwa mayoritas harus memiliki kekuasaan tertinggi, dan apapun
yang disetujui oleh mayoritas harus menjadi tujuan dan adil. Setiap warga
negara, dikatakan harus mempunyai persamaan, dan oleh karenanya dalam
sebuah demokrasi, kaum miskin mempunyai kekuasaan lebih banyak daripada
kaum yang lebih kaya, karena jumlah mereka lebih besar, dan kehendak

mayoritas yang paling tinggi. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu

® pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

" Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 405.



sifat kebebasan yang dianut oleh kaum demokrat sebagai prinsip negara
merdeka.®

Di dalam suatu bangsa yang matang demokrasinya sekalipun perlu
pemilu yang rutin agar tidak terjadi pemerintahan yang otoritarianisme.
Tetapi, karena cenderung rutin banyak warga yang tidak hadir, bahkan tidak
mendaftar (Golput). Oleh karena itu bangsa yang pernah mengalami
penjajahan yang telah mengalami kekecewaan dalam usahanya melembagakan
kekuasaan rakyat, masih menghayati Pemilu sebagai suatu ritual massal dan
pesta demokrasi, suatu perayaan kebersamaan pesta demokrasi yang bisa
gagal atau mengecewakan, tetapi berpotensi juga menjadi langkah maju dalam
melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan efisien.® Sebagus apapun
sebuah negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar
demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh
rakyatnya sendiri, pemilihan umum selalu dijadikan tolak ukur untuk
menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak
semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas
pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses
pemilihan tersebut. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah
secara langsung itu lebih demokratis, setidaknya ada dua alasan yakni:
Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang

sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga

® Diane Ravitch, Demokrasi: Klasik dan Modern, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2005), him. 13.

° Lance Castles, Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 1-2.
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stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan
(Impeachment).*°

Media untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat
dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu.
Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan
politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden,
wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu
merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak
memaksa) dengan melakukan kegiatan merayu rakyat, komunikasi massa
lobby, dan lain-lain. Meskipun kampanye di negara demokrasi sangat
dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik
propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku
komunikator politik.  Pemilu secara konseptual merupakan sarana
implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat
diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka
pada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan
mekanisme  tersebut,  sewaktu-waktu  rakyat dapat = memminta
pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.**

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.
Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi

pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa

10 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 204.

1 Fajlurrahman  Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2018), him. 1.
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rakyatlah yang berdaula, maka semuanya itu harus dikembalikan kepda rakyat
untuk menentukanya. Suatu pelanggaran jika pemerintah tidak mengadakan
pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari
wakil-wakil rakyat. Akan timbul keraguan apabila suatu pemerintah
menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, padahal pembentukanya
ttidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum, apabila suatu pemerintahan
menyatakan dirinya sebagi pemerintah dari rakyat, maka hal itu harus sesuai
dengan hasil pemilihan umum.*?

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal
dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga
pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.
Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena
tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi
dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang
demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik
termasuk pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk
menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi
sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan
demokrasi. “Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap

lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”.**

' Moh Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983),
him. 329-330.

3 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, (Bekasi: Gramata
Publishing, 2014), him. 2.
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Pada tahun 2015 gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) secara langsung digelar secara serentak pada bulan Desember tahun
2015, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005.
Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan
Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah untuk
direvisi agar lebih baik. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala
daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil
evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi yang pada
akhirnya mulai diimplementasikan di tahun 2015. Pemilihan kepala daerah
secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-
undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota
dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran negara
(APBN).*

Pemimpin yang dilahirkan oleh pemilihan langsung yang dikatakan
sebagai yang didukung oleh syarat-syarat formal, dan prosudural perlu
diperkuat dengan ketangguahan moral.™® Pemilihan kepala daerah serentak
awal mulanya menuai kontroversi karena muncul calon tunggal yang mungkin
belum pernah terpikirkan sebelumnya, permasalahan tersebut karena tidak
lepas dari kelemahan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Daerah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara

rinci dan jelas mengenai kemungkinan adanya calon tunggal. Hasil ketentuan

4 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015),
him. 82.
1> Duski Samad, Sigi pemimpin, (Padang: Publishing, 2020), him. 107.
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serta analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (7)
menghasilkan calon yang memenuhi kurang dari 2 (dua) calon, bila tidak
memenubhi syarat tersebut tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama
10 (sepuluh) hari.*®

Pilkada tahun 2020 total daerah yang akan melaksanakan pemilihan
kepala daerah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi 224 Kabupaten
dan 37 Kota. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019
yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Orgnisasi Kesehatan Dunia
(WHO) yang terjadi di sebagian besar Negara-negara di seeluruh dunia,
termasuk Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukan
peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana
nasional.

Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemik
Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya,
baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya,
penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan
persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa
relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala
daerah. Permasalahannya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan
mengingat tenggang waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya

bergerser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan

1% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
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jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif
Covid-19 belum melandai dan usai.

Selanjutnya dalam Pasal 201 A menerangkan sebagai berikut : a.
Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6)
ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 ayat (1), b. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan pada bulan Desember 2020, c. Dalam hal
pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali
segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat
(1).'" Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana
nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik tingkat
pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2020 agar
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap dapat berlangsung secara demokratis
dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dalam pengujian Undang-Undang khususnya dalam hal putusan yang
dijtuhkan Mahkmah Konstitusi jika semula putusan hanya berupa amar yang

mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan

7 Siti Chadijah, Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
pada Masa Pndemi Covid-19, Jurnal IImu Hukum, Vol 3, No. 1, Agustus 2020, him. 63-64.
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menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan
suatu Undang-Undang, pasal, ayat atau frasa yang bertentangan dengan UUD
1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (legally null
and void), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat
(1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada
perkembanganya Mahkamah Konstitusi menciptakan varian putusan yakni
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional
bersyarat  (conditionally  unconstitutional), putusan yang menunda
pemberlakuan putusan (limited constitutional), dan putusan yang merupakan
norma baru. '8

Pesta demokrasi pada bulan Desember 2020, diselenggarakan Pilkada
serentak di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan
bahwa masa perpanjangan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2020 telah usai. Komisioner KPU llham Saputra menerangkan, dari berkas
yang diterima ada 25 kabupaten dan kota yang berpotensi memiliki calon
pasangan tunggal. Salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen hanya ada satu
bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan H. Arif Sugiyanto, SH -
Ristawati Purwaningsih, S.St. MM. (Arif-Rista) yang telah melakukan
pendaftaran pada Jumat 4 September 2020, dan telah dinyatakan diterima.

Dengan demikian, sesuai amanat regulasi KPU Kebumen akan melakukan

¥ Mohammad Mahrus Ali, “Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 3,
September 2015, him. 633.
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perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen
2020.%

Dapat diketahui, total bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada
tahun 2020 ialah sebanyak 738 bakal pasangan calon. Mereka terdiri dari 25
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 612 pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati. Ditinjau dari gender, jumlah bakal calon laki-laki 1.321 dan
bakal calon perempuan 155. Sementara jumlah bakal pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-X111/2015 tentang
pasangan calon tunggal Mahkamahpun tidak sependapat dengan pemohon
yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa “setidaknya dua pasanga
calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat pada seluruh
pasal yang dimohonkan penguji dapat diterima dalam bentuk atau pengertian
pasangan calon tunggal dengan pasangan kolom kosong yang ditampilkan
dikertas suara.

Dampak dari putusan tersebut membuat masyarakat enggan memilih
karena kurangnya sosialisasi dari pasangan calon tersebut, dan masih
tingginya money politic, karena yang memilih kolom kosong saja sudah cukup
tinggi yaitu 39,2% itu merupakan angka yang cukup besar, karena calon
tunggal di Kabupaten Kebumen merupakan hal yang baru dan baru pertama

kali terjadi di Pilkada Kabupaten Kebumen, dan hasil suara yang

“Dian, https://kpu.kebumenkab.go.id, Diakses 16 Februari 2021, Pukul 14:57 WIB.


https://kpu.kebumenkab.go.id/index.php/web/read/recent/hanya-satu-bapaslon-mendaftar-kpu-kebumen-perpanjang-pendaftaran-paslon-pilbup-2020
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menghasilkan 60,8% setuju dengan pasangan calon itu karena masyarakat
belum tahu mengenai kolom kosong menurut masyarakat hanya bisa memilih
yang ada foto pasangan calonya saja.

Sebab pertama pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu
pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata
demi memunuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya
diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua
pasangan calon, kedua pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu
pasangan calon, menifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan
dengan plebesit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihanya
apakah “Setuju” atau ““Tidak Setuju’” dengan pasangan calon tersebut.

Alasan-alasan di ataslah yang melatarbelakangi Kabupaten Kebumen
sebagai lokasi penelitian oleh penulis, karena dari permasalahan-
permasalahan tersebut Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten yang
memiliki pasangan calon tunggal.

Karena adanya fenomena calon tunggal, menyebabkan masalah baru
warga negara tidak bebas untuk memilih calon karena hanya ada satu calon,
walaupun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.100/PUU-
XI111/2015 tetap adanya pemilihan dengan cara setuju atau tidak setuju cara ini
kurang demokratis, karena terlihat disini dalam hal memilih calon tunggal
dengan cara setuju atau tidak setuju belum memenuhi nilai demokrasi
sesungguhnya. Dari sini lah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan

judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No0.100/PUU-XI111/2015
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Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen.
B. Definisi Oprasional
Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelskan beberapa definisi
oprasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Implikasi artinya segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya
proses perumusan kebijakan.®® Menurut ahli artinya dampak, sehingga
penulis memaknai dengan arti dampak putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 100/PUU-XI111/2015 terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan berdampak pada
ketentuan perundang-undangan terhadap eksistensi calon tunggal dalam
pemilihan kepala daerah serentak 2020.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan No.
100/PUU-XII1/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal, yang penulis
jadikan objek penelitian. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya
sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan
terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan
memberikan tafsir suatu norrma atau undang-undang yang diuji agar
memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah
Konstitusi membuat norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah
Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma

atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas.

20 M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Medan: Bumi Aksara,
2003), him. 114.
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Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan
pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat
diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (condotionallu
constitutional) dan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional).”*

3. Istilah pasangan calon tunggal mempunyai arti pasangan yang akan
mengikuti suatu pemilihan hanya terdiri dari satu orang atau satu pasangan.
Berdasarkan aturan perundang-undangan.?

4. Pemilihan Kepada Daerah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang
menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.%

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten

Kebumen dengan adanya calon tunggal?

2! Mohammad Mahrus Ali, “Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 3,
September 2015, him. 633.

22 Aryojati Ardipandanto, “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015, Info Singkat,
Vol. VII, No. 15/1/P3DI/Agustus/2015, him. 18.

2Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, Jurnal Pancasila dan
kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, him. 37.
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2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-
XI11/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada
serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka
tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di
Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal.

b. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.
100/PUU-XII1/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis
sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas ilmu
pengetahuan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.
100/PUU-XI11/2015 tentang pasangan calon tunggal Terhadap
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen.
Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti

selama kuliah
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b. Manfaat Praktis

a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada
umumnya, dalam hal pelaksanaan Pilkada dengan adanya calon
tunggal.

b. Bagi kalangan akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.

c. Bagi kalangan praktisi (KPU, Bawaslu, Partai politik) hasil dari
penelitian ini bisa dijadikan rujukan lembaga pemantau tentang
perjalanan Pilkada pasangan calon tunggal di Indonsia.

d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman
kepada masyarakat tentang pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya
tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan
semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang.
Implikasi Putusan Mahmah Konstitusi No0.100/PUU-XI11/2015 Tentang
Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020
di Kabupaten Kebumen. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi,
thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang
berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:
1. Skripsi karya Taufig Masykur dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi

No0.100/PUU-XI11/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada
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Serentak Tahun 2015 Prespektif Siyasah.?* Skripsi ini menjelaskan tentang
latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XI111/2015 terhadap pengujian dari UU No.8 tahun 2015 dalam
pilkada serentak 2015 dan menjelaskan dari segi siyasah dusturiyah.
Perbedaanya adalah penulis membahas, Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi No.100/PUU-XI11/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal
Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten
Kebumen sedangkan Taufiq Masykur menganalisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No.100-PUU/XI11/2015 menurut prespektif siyasah (Siyasah
Dusturiyah).

2. Skripsi karya Dewi Wardah Ningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala
Daerah Tunggal.® Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui putusan
mahkamah konstitusi mengenai pencalonan tunggal dari segi Hukum
Islam. Persamaan skripsi sama-sama membahas putusan mahkamah
konstitusi  N0.100-PUU/XII/2015 tentang  pencalonan  tunggal.
Perbedaanya adalah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi No.
100/PUU-XI11/2015 dari tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia,
sedangkan Dewi Wardah Ningsih menganalisis Putusan Mahkamah

Konstitusi dari segi hukum Islam.

24Taufiq Masykur, Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XII1/2015 Tentang
Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Prespektif Siyasah, Skripsi, Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

> Dewi Wardah Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan
Lampung, 2017.
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3. Skripsi karya Melya Mega Nanda dengan judul Pasangan Calon Tunggal
dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No0.100/PUU-XI11/2015).%° Skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan
pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala
daearah. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Putusan Mahkamah
Konstitusi No0.100/PUU-X111/2015. Perbedaanya penulis membahas
pengaruh putusan Mahkmah Konstitusi No.100/PUU-XI111/2015 terhadap
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen,
sedangkan Melya Mega Nanda menganalisis Putusan Mahkamah
Konstitusi No.100/PUU-X111/2015 dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan adanya
persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No | Judul Persamaan Perbedaan

1. | Skripsi Karya Taufik | Menganalisis objek | Pebedaanya adalah
Masykur, “Putusan | yang sama Vyaitu | penulis membahas,

Mahkamah Konstitusi | Putusan Mahkamah | Implikasi ~ Putusan

No0.100/PUU-XI111/2015 | Konstitusi Mahkamah

Tentang Pasangan Calon | No.100/PUU- Konstitusi

Tunggal Dalam | X111/2015 Tentang | No.100/PUU-

Prespektif Siyasah” Pasangan Calon | X111/2015 Tentang
Tunggal Pasangan Calon

® Melya Mega Nanda, Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI11/2015), Skripsi, Medan: Universitas
Sumatera Utara, 2017.
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Tunggal  Terhadap
Pelaksanaan Pilkada
Tahun
2020 di Kabupaten

Kebumen sedangkan

Serentak

Taufik Masykur
menganalisis
mengenai  Putusan

MK No. 100/PUU-
XI11/2015 dari segi

siyasah dusturiyah.

Skripsi  Karya Dewi
Wardah Ningsih,
“Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Putusan
Mahkamah  Konstitusi
Tentang Pencalonan
Kepala Daerah Tunggal”

Objek yang diteliti

sama yaitu
pemilihan  kepala
daerah dengan
pasangan calon
tunggal.

Perbedaanya adalah
penulis meneliti
dampak dari putusan

MK  No.100/PUU-

XI11/2015  tentang
pasangan calon
tunggal  sedangkan
Dewi Wardah
Ningsih

Menganalisis  dari

segi tinjauan hukum

islam.
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3. | Melya Mega Nanda, | Objek yang diteliti | Menjelaskan tentang

“Pasangan Calon | sama yaitu | pemilihan pasangan
Tunggal dalam | pemilihan  kepala | calon tunggal dan
Pemilihan Kepala Daerah | daerah calon | dampaknya terhadap
(Analisis Putusan | tunggal No. | pengisian  jabatan
Mahkamah Konstitusi | 100/PUU- kepala daearah.
No.100/PUU- XI11/2015. Melya Mega Nanda
XII1/2015)” menggunakan jenis

penelitian library

research sedangkan
penulis dengan jenis
penelitian field

research

F. Sistematika Pembahasan
Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian
ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB | pendahuluan, dalam bab ini membuat latar belakang masalah,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB Il kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan landasan teori
tentang demokrasi dan Pemilu, politik hukum, sistem Pilkada dan mahkamah
konstitusi.

BAB |1l metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan
mengenai metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian.

BAB IV hasil dari pembahasan, dalam bab ini penulis akan tampilkan

hasil penelitian berupa gambaran umum Kabupaten Kebumen, pelaksanaan
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Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon
tunggal, dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan
Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

BAB V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan

dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen dengan
hanya ada satu pasangan calon tunggal, berjalan dengan lancar dan
tertib dengan dibantu olen KPU Kabupaten Kebumen serta pihak
keamanan baik TNI maupun Polri Kabupaten Kebumen. Demokrasi
secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 menentukan dari suara
rakyat terbanyak apakah pasangan calon dikehendaki rakyat sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Kebumen atau rakyat tidak menghendaki
pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih
kolom kosong, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang
mendaftar sudah merupakan sebuah proses demokrasi dan sah secara
hukum karena diatur dalam Undang-Undang, di sisi lain dengan
munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri.

2. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan melawan kolom
kosong di Kabupaten Kebumen membawa dampak tersendiri, dampak
tersebut yaitu dampak pelaksanaan Pilkada dari segi hukum dimana
KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

27
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atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, dampak Pikada
selanjutnya yaitu dampak sosial yang berupa partisipasi masyarakat
dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen,
pada Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang memilih
pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan masyarakat
tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah
50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya, dampak
terakhir bagi pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik,
semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, jalur
perseorangan Yyaitu didukung oleh orang perorang misalnya dengan

syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih.

B. SARAN
Dari hasil penelitian peneliti mengenai Implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X111/2015 Tentang Pasasangan Calon

Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten

Kebumen terdapat catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara normatif KPU Kabupaten Kebumen tidak dapat mencegah
terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya karena, salah satu
syarat untuk mengusungkan calon harus memiliki 30% kursi di DPRD
Keebumen, oleh karena itu untuk menghindari dukungan dominasi
partai pada satu pasangan calon tunggal, maka koalisi partai
pengusung calon dibatasi. Tidak boleh melampaui 40% dari jumlah

kursi legislatif yang dimiliki.



29

2. Perlu adanya peraturan yang lebih rinci jika calon tunggal tetap
bertahan sampai pemilihan umum kepala daerah serentak selanjutnya
mengenai hak suara tidak setuju yang dimana terdapat suara
masyarakat yang ingin haknya terpenuhi, setiap kebijakan yang
diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam
Undang-Undang Dasar 1945, jika tetap terlaksana pemilihan umum
kepala daerah dengan satu pasangan calon walaupun nilai demokrasi
untuk terlaksananya pemilihan itu terpenuhi, tatapi nilai kompetisi
dalam demokrasi akan hilang dan akan mematikan budaya pesta
demokrasi yang diikuti lebih dari dua pasangan calon akan lebih baik

persyaratan untuk menjadi kepala daerah yang di ingankan.
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